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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdullilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT,  atas segala  

Limpahan  Rahmat  dan  Karunia-Nya  sehingga  Penyusunan Revisi Rencana  

Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Pontianak Tahun 2015-2019 ini dapat diselesaikan. 

Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2015-2019 ini disusun sebagai 

rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2015-2019, 

yang di dalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan serta 

memuat berbagai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun kedepan. 

Menyadari Pentingnya Revisi Rencana Strategis  Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak ini sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan unit-unit 

pelaksanaan seperti : Sekretaris, Kabid, Kasubbag/Kasubbid di lingkungan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak 

guna mendapat masukan-masukan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas 

pelaksanaan Program dan Kegiatan ke depan. 

Dokumen Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2015-2019 ini 

hendaknya menjadi acuan pelaksanaan tugas  dan kegiatan di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.  

 
 
   Pontianak,     Mei 2017 

   
Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kota Pontianak 

 
 

 
 

H. KHAIRIL ANWAR, SE, MM 

      Pembina Utama Muda 
 NIP.19580202 198503 1 012 



 

 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2015-2019 berisi tentang rencana 

dan kebijakan strategis dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan 

manajemen aparatur sipil serta negara memberikan pelayanan administrasi 

kepegawaian kepada seluruh perangkat daerah Kota Pontianak yang di rancang 

untuk mencapai tujuan, sasaran dan stategi jangka menengah lima tahun. 

Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kota Pontianak adalah : 

 

“ MEWUJUDKAN  APARATUR  SIPIL  NEGARA  YANG   

PROFESIONAL   MENUJU  PELAYANAN   KEPEGAWAIAN   YANG   

BAIK   DAN   BERSIH  ” 

 

 Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :  

1. Peningkatan Kepuasan Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelayanan 

Kepegawaian. 

2. Peningkatan Aparatur Sipil Negara Yang Profesional. 

Penajaman visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Pontianak diimplementasikan dalam konsepsi yang 

mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang harus tercapai dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan faktor-faktor kunci 

keberhasilan dan cara pencapaiannya. 

Rencana Strategis merupakan manifestasi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak dalam merespon kondisi 

lingkungan internal dan eksternal yang senantiasa berubah, diharapkan akan 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi, sehingga tercapai 

visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 



 

 

 

Kota Pontianak yang pada hakikatnya merupakan cita-cita bersama dalam 

mengkontribusikan akselerasi pencapaian visi Kota Pontianak. 

Untuk mencapai  visi dan misi tersebut di atas, ada tiga acuan yang 

bisa dipedomani yaitu kebersamaan, keharmonisan dalam melaksanakan tugas, 

kemitraan dalam mengembangkan hubungan interaktif dengan berbagai 

stakeholders, serta realistis mengukur kemampuan potensi sumber daya yang di 

miliki. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

ejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian 

untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian 

daerah. Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, 

pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, pengkajian, pembinaan 

dan pemberhentian. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu 

kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian Nasional. 

 Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2015 - 2019, merupakan  bentuk  

pelaksanaan Undang - Undang No. 25 Tahun 2004  tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Undang - Undang ini secara substansi  mengamanatkan 

penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk 

periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk  menyusun dan  mengukur 

kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD. 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen 

perencanaan jangka menengah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pontianak. Renstra OPD disusun 

sebagai rencana penerapan program dan kegiatan yang mencerminkan tujuan dan 

sasaran yang ingin dicapai OPD.  

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi 

terhadap tuntutan kebutuhan  pelayanan  yang lebih baik dan prima. Dalam 

menjawab tuntutan tersebut, maka Instansi Pemerintah harus mampu meningkatkan 

kinerja dan profesionalisme.  

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Pontianak sebagai salah satu Lembaga Teknis yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah 

No.07 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

S 
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Perangkat Daerah, dan dengan Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2008 tanggal 8 

Desember 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, 

Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Pontianak mengemban tugas dan fungsi menyelenggarakan 

manajemen kepegawaian Pemerintah Kota Pontianak. 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan 

kinerja dan  profesionalisme  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Pontianak mutlak diperlukan. Manajemen kepegawaian yang baik  

dimulai dengan perencanaan yang berorientasi ke depan dengan  

mempertimbangkan unsur Aparatur, sehingga Sumber Daya Aparatur yang 

profesional dapat mewujudkan pelayanan kepegawaian yang baik dan bersih.  

Dengan tersusunnya Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak, diharapkan dapat menjadi 

arah dan pedoman penyelenggaraan urusan di Bidang Kepegawaian. Dokumen ini 

juga menjabarkan  perencanaan pembangunan tahunan dengan program dan 

kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan 

Kota Pontianak. 

 

1.2 Landasan  Hukum 

Adapun Landasan Hukum penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak  yaitu: 

 Undang-undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 

 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah pusat dan Pemeritah Daerah; 

 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintahan; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4743); 

 Instruksi Presiden Nomor 7  Tahun 1999  tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP); 

 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 07 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Pontianak.  

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2015 - 2019 merupakan dokumen 

resmi perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang 

menggambarkan Visi, Misi, Strategi atau Kebijakan Umum serta  Program dan 

Kegiatan Strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan 

Pembangunan Daerah Kota Pontianak di bidang Urusan Kepegawaian. 

Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Pontianak ditetapkan dengan maksud :  
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a. Sebagai Dokumen Perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam 

menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.  

b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan 

prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kota Pontianak dalam jangka menengah.  

c. Sebagai  Dasar  penilaian  kinerja  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota 

Pontianak yang mencerminkan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi 

Sumber Daya Aparatur yang profesional menuju pelayanan kepegawaian 

yang baik dan bersih. 

Adapun tujuan penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak adalah : 

a. Menyediakan dokumen Rencana Strategis keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk Pimpinan 

dan seluruh Pegawai secara sistematis pada setiap tahun anggaran selama 

lima (5) tahun yang akan datang. 

b. Mengoptimalkan tercapainya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan 

berkualitas. 

c. Menetapkan komitmen kinerja (Performance Agreement) yang disepakati 

agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pimpinan dan 

Pegawai yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja organisasi dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban dan dilaporkan dalam 

Pengukuran Kinerja Kegiatan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 
 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Pontianak tahun 2015 - 2019 secara garis besar disusun dengan 

sistematika sebagai berikut : 
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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang. 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra BKPSDM, fungsi 

Renstra BKPSDM dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, 

proses penyusunan Renstra BPSDM, keterkaitan Renstra BKPSDM 

dengan RPJMD. 

1.2. Landasan Hukum. 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya 

yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi, 

kewenangan BKPSDM serta pedoman yang dijadikan acuan dalam 

penyusunan perencanaan penganggaran BKPSDM. 

1.3. Maksud dan Tujuan. 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan 

Renstra BKPSDM Tahun 2015-2019. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BKPSDM 

serta susunan garis besar isi dokumen. 

 

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Pontianak. 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Kota Pontianak. 

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan BKPSDM, 

struktur organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi sampai 

dengan eselon IV di lingkungan BKPSDM Kota Pontianak. 

2.2. Sumber Daya BKPSDM Kota Pontianak. 

Menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki BKPSDM Kota 

Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup 
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sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih 

operasional. 

2.3. Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota. 

Menjelaskan tingkat capaian kinerja BKPSDM Kota Pontianak 

berdasarkan sasaran/target Renstra BKPSDM periode sebelumnya, 

menurut indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya. 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM Kota 

Pontianak. 

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L yang berimplikasi 

sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan 

BKPSDM Kota Pontianak pada lima tahun mendatang. Bagian ini 

mengemukakan bentuk pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan 

pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang 

dibutuhkan   

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

  3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, dan Fungsi 

Pelayanan BKPSDM Kota Pontianak. 

 Menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan 

BKPSDM Kota Pontianak beserta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

   3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih. 

 Menjelaskan tugas dan fungsi BKPSDM yang terkait dengan visi, misi 

serta program kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan 

identifikasi permasalahan pelayanan BKPSDM dijelaskan faktor-faktor 

penghambat dan pendorong pelayanan BKPSDM yang dapat 

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah. 
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 3.3. Telaahan Renstra Kota Pontianak. 

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat maupun 

pendorong dari pelayanan BKPSDM yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan BKPSDM ditinjau dari sasaran jangka 

menengah Renstra Kota Pontianak. 

 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis. 

 Pada bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan 

BKPSDM yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPSDM dan 

selanjutnya menjelaskan metode penentuan isu-isu strategis dan 

hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. 

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan. 

  4.1. Visi dan Misi BKPSDM Kota Pontianak. 

  Memuat Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kota Pontianak. 

  4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kota Pontianak. 

  Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah 

Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Pontianak. 

  4.3. Strategi dan Kebijakan BKPSDM Kota Pontianak. 

  Memuat rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BKPSDM Kota 

Pontianak dalam lima tahun mendatang. 

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

Sasaran dan Pendanaan Indikatif 

 Memuat rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak selama 5 (lima) 

tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok 

sasaran dan pendanaan indikatif. 
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Bab VI Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran 

RPJMD 

 Bab ini memuat indikator kinerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak yang terkait 

langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota 

Pontianak. 

Bab VII  Penutup 

Lampiran  
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA 

PONTIANAK 
 
 

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi  

erdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 

77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata 

Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak 

dapat digambarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Kota 

Pontianak sebagai berikut : 

 

2.1.1 Tugas Pokok 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di 

bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. 

2.1.2 Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian serta 

pendidikan dan pelatihan; 

d. Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia; dan 

B 
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan 

dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia. 

 

Berikut Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Pontianak : 

 

1. Tugas Pokok Kepala Badan adalah merumuskan kebijakan teknis, 

penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang 

berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif. 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan mempunyai fungsi : 

 Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan; 

 Perumusan rencana kerja di bidang kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan; 

 Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kepegawaian serta 

pendidikan dan pelatihan; 

 Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang kepegawaian serta 

pendidikan dan pelatihan; 

 Penyelenggaraan perizinan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan; 

 Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian serta 

pendidikan dan pelatihan; 

 Pelaksanaan tugas lain di bidang kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan yang diberikan oleh Walikota. 

2. Tugas Pokok Sekretaris Badan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan 

kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang 

kesekretariatan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Badan mempunyai 

fungsi  : 
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 Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan. 

 Perumusan rencana kerja di bidang kesekretariatan. 

 Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan. 

 Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan. 

 Pembinaan teknis di bidang kesekretariatan. 

 Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan. 

 Pengelolaan administrasi kesekretariatan; 

 Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh 

Kepala Badan. 

Ruang lingkup bidang kesekretariatan meliputi umum dan aparatur, dan 

perencanaan dan  keuangan.  

 

3. Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur adalah 

merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di 

bidang umum dan kepegawaian. 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan 

Aparatur mempunyai fungsi :   

 Penyusunan rencana kerja di bidang  umum dan kepegawaian; 

 Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan 

kepegawaian; 

 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang  umum dan kepegawaian; 

 Pelaksanaan tugas lain di bidang  umum dan kepegawaian yang diberikan 

oleh Sekretaris. 

Ruang lingkup sub bagian umum dan kepegawaian meliputi administrasi surat 

menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, 

penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, 

administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik. 
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4. Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah 

merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di 

bidang perencanaan dan keuangan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perencanaan 

dan Keuangan mempunyai fungsi :  

 Penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan; 

 Penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan 

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan 

keuangan; 

 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan 

keuangan; 

 Pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh 

Sekretaris.   

Ruang lingkup sub bagian perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan 

bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, 

administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/ 

pendapatan, administrasi penganggaran dan pembinaan teknis terhadap 

fungsional tertentu bidang keuangan, pelaporan perangkat daerah dan tindak 

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan. 

 

5. Tugas Pokok Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Aparatur adalah 

menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan 

pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di 

bidang mutasi dan pengadaan aparatur. 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Mutasi dan 

Pengadaan Aparatur  mempunyai fungsi :  

 Penyusunan kebijakan teknis di bidang mutasi dan pengadaan aparatur; 

 Penyusunan rencana kerja di bidang mutasi dan pengadaan aparatur; 
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 Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang mutasi dan 

pengadaan aparatur; 

 Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang mutasi dan 

pengadaan aparatur; 

 Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang mutasi dan pengadaan 

aparatur; 

 Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang mutasi dan pengadaan aparatur 

yang diberikan oleh Kepala Badan; 

 Pengelolaan administrasi di bidang mutasi dan pengadaan aparatur; 

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang mutasi dan pengadaan aparatur yang 

diberikan oleh Kepala Badan. 

Ruang lingkup bidang mutasi dan pengadaan pegawai meliputi mutasi dan 

pensiun, kepangkatan dan pengadaan aparatur serta jabatan fungsional.  

 

6. Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pensiun adalah 

merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di 

bidang mutasi dan pensiun. 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Mutasi dan 

Pensiun mempunyai fungsi :  

 Penyusunan rencana kerja di bidang mutasi dan pensiun; 

 Penyelenggaraan kegiatan di bidang mutasi dan pensiun; 

 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang mutasi dan 

pensiun; 

 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang mutasi dan pensiun 

pegawai; 

 Pelaksanaan tugas lain di bidang mutasi dan pensiun yang diberikan oleh 

Kepala Bidang. 

Ruang lingkup sub bidang mutasi dan pensiun meliputi pengelolaan 

administrasi mutasi tempat tugas, jabatan struktural, pemberhentian dan 

pensiun sebagai aparatur sipil negara. 
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7. Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pengadaan 

Aparatur adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan 

teknis, melaksanakan kegiatan, menyusun laporan di bidang kepangkatan dan 

pengadaan aparatur. 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Kepangkatan 

dan Pengadaan Aparatur mempunyai fungsi  :  

 Penyusunan rencana kerja di bidang kepangkatan dan pengadaan 

aparatur; 

 Penyelenggaraan kegiatan di bidang kepangkatan dan pengadaan aparatur; 

 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang kepangkatan dan 

pengadaan aparatur; 

 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kepangkatan dan 

pengadaan aparatur; 

 Pelaksanaan tugas lain di bidang kepangkatan dan pengadaan aparatur 

yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Ruang lingkup sub bidang kepangkatan dan pengadaan aparatur meliputi 

pengelolaan administrasi usul dan kenaikan pangkat, penerimaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK), Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), perubahan status dan 

atau pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS), kenaikan gaji berkala dan cuti. 

 

8. Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional adalah mengolah 

dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, 

menyusun laporan di bidang jabatan fungsional. 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Jabatan 

Fungsional mempunyai fungsi  :  

 Penyusunan rencana kerja di bidang jabatan fungsional; 

 Penyelenggaraan kegiatan di bidang jabatan fungsional; 
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 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang jabatan 

fungsional; 

 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang jabatan fungsional; 

 Pelaksanaan tugas lain di bidang jabatan fungsional yang diberikan oleh 

Kepala Bidang. 

Ruang lingkup sub bidang jabatan fungsional meliputi pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian jabatan fungsional serta tugas tambahan 

sebagai Kepala Sekolah. 

 

9. Tugas Pokok Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur 

adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, 

menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan 

dan evaluasi di bidang disiplin dan kesejahteraan aparatur. 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Disiplin dan 

Kesejahteraan Aparatur mempunyai fungsi  :  

 Penyusunan rencana kerja di bidang disiplin dan kesejahteraan aparatur; 

 Perumusan rencana kerja di bidang disiplin dan kesejahteraan aparatur; 

 Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang disiplin dan 

kesejahteraan aparatur; 

 Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang disiplin dan 

kesejahteraan aparatur; 

 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang 

disiplin dan kesejahteraan aparatur; 

 Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang disiplin dan kesejahteraan 

aparatur; 

 Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang disiplin dan kesejahteraan aparatur 

yang diberikan oleh Kepala Badan; 

 Pengelolaan administrasi di bidang disiplin dan kesejahteraan aparatur; 

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang disiplin dan kesejahteraan aparatur yang 

diberikan oleh Kepala Badan. 
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Ruang lingkup bidang disiplin dan kesejahteraan pegawai meliputi disiplin dan 

kesejahteraan. 

 

10. Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Disiplin adalah mengolah dan menyusun 

bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun 

laporan di bidang disiplin. 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Disiplin 

mempunyai fungsi :   

 Penyusunan rencana kerja di bidang disiplin; 

 Penyelenggaraan kegiatan di bidang disiplin; 

 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang disiplin; 

 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang disiplin; 

 Pelaksanaan tugas lain di bidang disiplin yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

Ruang lingkup sub bidang disiplin pegawai meliputi pengawasan, pengendalian 

dan penegakan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepegawaian, pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil, dan fasilitasi 

administrasi Pelaksanaan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP). 

 

11. Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Kesejahteraan adalah mengolah dan 

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan 

menyusun laporan di bidang kesejahteraan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan 

mempunyai fungsi :  

 Penyusunan rencana kerja di bidang kesejahteraan; 

 Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan; 

 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan; 

 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kesejahteraan; 

 Pelaksanaan tugas lain di bidang kesejahteraan yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 
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Ruang lingkup sub bidang kesejahteraan meliputi proses administrasi 

pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara, usul pembuatan Kartu 

Pegawai (KARPEG), Kartu Istri/Kartu Suami (KARIS/KARSU) dan Fasilitasi 

Penggantian dan Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik (KPE). 

 

12. Tugas Pokok Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur 

adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, 

menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis dan 

pelaporan dan evaluasi di bidang pengembangan sumber daya aparatur.  

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengembangan 

Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi  :  

 Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya 

aparatur; 

 Perumusan rencana kerja di bidang pengembangan sumber daya aparatur; 

 Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan 

sumber daya aparatur; 

 Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pengembangan 

sumber daya aparatur; 

 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang 

pengembangan sumber daya aparatur; 

 Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber daya 

aparatur; 

 Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya 

aparatur yang diberikan oleh Kepala Badan; 

 Pengelolaan administrasi di bidang pengembangan sumber daya aparatur; 

 Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan sumber daya aparatur 

yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Ruang lingkup bidang pengembangan sumber daya aparatur meliputi 

pendidikan dan latihan, data dan informasi, serta analisis dan pengembangan 

karir. 
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13. Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah 

mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan 

kegiatan dan menyusun laporan di bidang pendidikan dan pelatihan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pendidikan 

dan Pelatihan mempunyai fungsi  :  

 Penyusunan rencana kerja di bidang pendidikan dan pelatihan; 

 Penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan; 

 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan 

pelatihan; 

 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan; 

 Pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan dan pelatihan yang diberikan 

oleh Kepala Bidang. 

Ruang lingkup sub bidang pendidikan dan pelatihan meliputi pengiriman dan 

atau penyelenggaraan diklat struktural, diklat prajabatan, ujian dinas, ujian 

penyesuaian ijazah, administrasi pemberian ijin dan bantuan pendidikan formal 

dan peningkatan kompetensi. 

14. Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Data dan Informasi adalah mengolah 

dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan 

menyusun laporan di bidang data dan informasi. 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Data dan 

Informasi mempunyai fungsi  :  

 Penyusunan rencana kerja di bidang data dan informasi; 

 Penyelenggaraan kegiatan di bidang data dan informasi; 

 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi; 

 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang data dan informasi; 

 Pelaksanaan tugas lain di bidang data dan informasi yang diberikan oleh 

Kepala Bidang. 

Ruang lingkup sub bidang data dan informasi meliputi penghimpunan, 

perekaman, pemeliharaan, pemutakhiran dan pengembangan Sistem Informasi 



 

                      Revisi Rencana Strategis ( RENSTRA ) 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kota Pontianak  Tahun 2015 - 2019 

    

 

       
BAB II   GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM                                                                                                                             

 

19 

Data sebagai bahan informasi kepegawaian, perbaikan Surat Keputusan 

Konversi Nomor Induk Pegawai (NIP) serta melaksanakan pengelolaan dan 

penataan arsip. 

15. Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Analisis dan Pengembangan Karir 

adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, 

melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang analisis dan 

pengembangan karir. 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Analisis dan 

Pengembangan Karir mempunyai fungsi  : 

 Penyusunan rencana kerja di bidang analisis dan pengembangan karir; 

 Penyelenggaraan kegiatan di bidang analisis dan pengembangan karir; 

 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis dan 

pengembangan karir; 

 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang analisis dan pengembangan 

karir; 

 Pelaksanaan tugas lain di bidang analisis dan pengembangan karir yang 

diberikan oleh Kepala Bidang. 

Ruang lingkup sub bidang analisis dan pengembangan karir meliputi 

menghimpun, mengelola dan menyusun analisis data kepegawaian serta 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dalam 

rangka pengembangan karir dan peningkatan kompetensi aparatur. 

2.1.3 Struktur Organisasi  

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 77 

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Pontianak mengemban tugas dan fungsi menyelenggarakan manejemen 

Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari : 
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a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Aparatur; 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

c. Bidang Mutasi dan Pengadaan Aparatur, membawahi : 

1. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun; 

2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pengadaan Aparatur; 

3. Sub Bidang Jabatan Fungsional 

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, membawahi : 

1. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan; 

2. Sub Bidang Data dan Informasi; 

3. Sub Bidang Analisis dan Pengembangan Karir; 

e. Bidang Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi : 

1. Sub Bidang Disiplin; 

2. Sub Bidang Kesejahteraan. 

 

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak dapat dilihat pada  

Gambar 2.1 berikut ini : 
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2.2 Sumber Daya Manusia  

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/ 

organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai 

visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus 

oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan 

institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta 

kemampuan kompetitif Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. 
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